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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pada tahun 2022, subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp149.365,3 

miliar atau menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Subsidi dan 

kompensasi energi diberikan sebagai akibat kenaikan harga energi bertujuan untuk menjaga agar 

masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan,  termasuk nelayanan. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini 

adalah menganalisis dampak subsidi BBM dan Gas 3 Kg terhadap kemiskinan nelayan. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis model microsimulation dengan menggunakan data dasar SUSENAS 

Maret 2022. Secara nasional, dampak kebijakan subsidi BBM mampu menjaga sekitar 5,7 juta orang  

setara dengan 2,10 persen penduduk Indonesia untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan.  Sebanyak 198 

ribu penduduk diantaranya berasal dari keluarga nelayan. Adapun dampak Subsidi LPG 3 KG secara 

empiris terbukti mampu menyelamatkan sekitar 6,9 juta rumah tangga untuk tidak jatuh miskin dan 

sekitar 264 ribu orang, atau sekitar 3 persen berasal dari nelayan.   Meski demikian,   ketepatan sasaran 

distribusi subsidi energi secara keseluruhan baik subsidi BBM maupun LPG 3 KG yaitu sebesar 34.5 

persen, sedangkan sisanya distribusi terjadi ketidaktepatan sasaran. Ketidaktepatan sasaran yang 

sebesar 65.5 persen atau setara dengan Rp 86.24 triliun yang mayoritas dinikmati oleh pengeluaran 

rumah tangga desil 5-10, yakni masuk ke rumah tangga mampu.  Karena itu ke depan,  subsidi energi 

seyogyanya masih diperlukan kepada sasaran yang tepat terutama bagi masyarakat miskin dan rentan 

miskin, seperti rumah tangga nelayan.   Selain itu perlu perbaikan, mulai dari pendataan yang dapat 

berbasis NIK dan alamat (by name by address) hingga pada level audit anggaran serta perlunya 

perbaikan dari subsidi barang menjadi subsidi langsung berdasarkan harga keekonomian. 

 

PENDAHULUAN 

Perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19, menunjukkan tren yang semakin membaik. 

Ditandai dengan pertumbuhan ekonomi semakin impresif di setiap triwulan pada tahun 2022. 

Misalnya dari triwulan I-III 2022 dimulai dengan pertumbuhan ekonomi ekspansif sebesar 5.01 persen, 

5.44 persen, dan 5.72 persen. Seiring dengan semakin impresif dan tumbuhnya kinerja ekonomi yang 

kian membaik, gejolak inflasi global yang dipicu kenaikan harga-harga pangan dan energi akibat 
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perang Ukraina-Rusia menjadi momok bagi banyak negara. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi 

terhadap kebijakan pangan dan energi dalam negeri. 

Sebagai respon atas kebijakan subsidi pangan dan energi, khususnya gejolak harga pangan dan energi, 

berimpilkasi terhadap capaian dan target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan dalam APBN. 

Dimana pemerintah mengambil pilihan kebijakan fiskal dengan melakukan penyesuaian harga energi, 

baik berasal dari BBM maupun dari LPG 3 kg. Hal ini dilakukan guna menjaga prudensitas fiskal dalam 

melakukan pembiayaan pembangunan agar sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan.  

 
Secara umum, subsidi energi di Indonesia terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu, subsidi LPG tabung 

3 kg, serta subsidi listrik. Subsidi tersebut pada dasarnya merupakan transfer dana dari pemerintah 

yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Untuk melakukan penyesuaian 

harga energi yang dikonsumsi oleh masyarakat, pemerintah membayar sejumlah dana tertentu 

kepada Badan Usaha baik dalam bentuk perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga 

sesuai realisasi volume penggunaan energi yang dilakukan oleh masyarakat. 

 
Pada periode tahun 2018–2021 realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang cenderung 

fluktuatif, hal ini dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran BBM 

dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama kurun waktu 

tersebut, subsidi energi berfluktuasi dari semula sebesar Rp153.522,4 miliar pada tahun 2018 menjadi 

sebesar Rp140.395,2 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, subsidi energi diperkirakan mengalami 

peningkatan menjadi Rp208.928,4 miliar. 

 
Realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg selama kurun waktu tahun 2018–2021 mengalami fluktuasi 

dari semula Rp 97.014,8 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp83.787,2 miliar pada tahun 2021. Pada 

tahun 2022, subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp149.365,3 miliar 

atau menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Penyaluran subsidi energi 

ini masih penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat agar tetap dapat 

menopang kualitas pertumbuhan ekonomi. Terutama bagi masyarakat miskin, rentan miskin, nelayan 

dan UMKM. Subsidi dan kompensasi harga energi memiliki peran agar beban hidup masyarakat miskin 

tidak semakin berat serta menjaga masyarakat yang tadinya tidak miskin untuk tidak jatuh ke jurang 

kemiskinan, khususnya akibat dari  kenaikan harga energi. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah 

menganalisis dampak kebijakan subsidi BBM dan Gas LPG 3 kg terhadap kemiskinan nelayan. 

 

PENDEKATAN DAN METODE 

Studi dampak subsidi BBM dan LPG 3 kg terhadap kemiskinan nelayan ini menggunakan dua 

pendekatan utama, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan analisis 

microsimmulation dan pengolahan datanya dilakukan menggunakan software STATA dan Microsoft 

Excel. Data dasar yang digunakan untuk analisis microsimmulation ini adalah data Survei Sosial 

Ekonomi Masayarakat (SUSENAS) Maret 2022 yang dipublikasikan oleh Bdan Pusat Statistik (BPS). 

Adapun untuk pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis deksriptif kualitatif 
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berdasarkan hasil FGD dan diskusi mendalam dengan berbagai stakeholders. Peranan Subsidi 

terhadap kemiskinan dihitung berdasarkan selisih jumlah orang miskin Ketika Harga BBM dan LPG 

dengan subsidi dibandingkan dengak Ketika Harga BBM dan LPG tanpa subsidi. Adapun skenario 

simulasi yang dilakukan adalah (1) Kenaikan harga LPG 3 kg dengan subsidi, (2) Kenaikan harga LPG 3 

kg tanpa Subsidi, (3) Kenaikan harga BBM dengan subsidi, dan (4) Kenaikan harga BBM tanpa subsidi. 

 

GARIS KEMISKINAN DAN KEMISKINAN NELAYAN 

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai 

penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.  

Masyarakat miskin itu sendiri adalah satu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi 

kebutuhan dasarnya, yakni sandang atau pakaian, pangan atau makanan dan papan atau tempat 

tinggal. Kemiskinan nelayan didefinisikan sebagai rumah tangga nelayan yang didekati oleh rumah 

tangga yang anggota rumah tangganya bekerja di sektor perikanan. 

 

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa suatu masyarat menjalani 

kehidupan yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan 

non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). 

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-

makanan. Oleh karena itu, GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan 

Non-Makanan (GKNM).  

 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan 

yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan 

diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, 

kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).  Adapun Garis Kemiskinan Non-Makanan 

(GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, 

sandang, pendidikan dan kesehatan. 

 

STRUKTUR KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN 

Secara nasional, tingkat kemiskinan yang terjadi di keluarga nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan 

keluarga non nelayan dimana tingkat kemiskinan di rumah tangga nelayan adalah sebesar 12,3 persen 

sedangkan tingkat kemiskinan bukan keluarga nelayan adalah 9,4 persen. Dari 9,8 juta penduduk dari 

keluarga nelayan, 1,1 juta (12,3 %) diantaranya tergolong kedalam kelompok penduduk miskin. 

Adapun untuk keluarga non nelayan  terdapat sekitar 25,1 juta orang yang masuk dalam kategori 

miskin dari total 265,4 juta penduduk dengan kategori bukan keluarga nelayan. Dengan kata lain, 

terdapat sekitar 9,4 persen penduduk dari rumah tangga non nelayan yang berada dibawah garis 

kemiskinan. 
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Adapun di level provinsi, daerah yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah provinsi papua, 

dimana 26,6% penduduknya masuk dalam kategori miskin. Dari kelompok rumah tangga nelayan, 

provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan  keluarga nelayan tertinggi, dimana 

lebih dari separuh (52,9%) penduduk yang berasal dari keluarga nelayan masuk dalam kategori miskin.  

Dari sisi jumlah, penduduk termiskin terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, dimana terdapat sekitar 

4,2 juta penduduknya masuk dalam kategori miskin. Dari 4,2 juta penduduk miskin di Jawa Timur, 

lebih dari 84 ribu orang diantaranya adalah penduduk yang masuk dalam kategori keluarga nelayan. 

Sementara itu, keluarga  nelayan yang porsi kemiskinannya paling rendah terdapat di dilayah DKI 

Jakarta dan DI Yogyakarta, dimana tingkat kemiskinan nelayan di kedua wilayah tersebut masing-

masing sebesar 1,0 persen dan 1,2 persen. 

 

DAMPAK SUBSIDI BBM DAN LPG 3 KG TERHADAP KEMISKINAN NELAYAN 

Perubahan harga BBM dan LPG 3 kg, akan sangat berdampak bagi mereka yang menggunakan kedua 

jenis komoditas tersebut dalam kehidupan kesehariannya. Menjadi sangat penting untuk memetakan 

bagaimana pola penggunaan BBM dan LPG 3 kg yang dilakukan oleh rumah tangga yang ada di 

Indonesia.  

 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data SUSENAS Maret 2022, dari total 72,9 juta rumah 

tangga di Indonesia, terdapat 59,4 juta rumah tangga yang menggunakan gas LPG 3 kg untuk memasak 

serta terdapat sekitar 62,1 juta rumah tangga pengguna BBM untuk transportasi. Dari 62,1 juta rumah 

tangga pengguna BBM, dapat dirinci bahwa terdapat sekitar 61,97 juta rumah tangga pengguna 

bensin (pertalite, pertamax dan pertamax turbo) dan 831 ribu rumah tangga pengguna solar. Dengan 

mengelompokan rumah tangga Indonesia berdasarkan rata-rata pengeluaran individu per bulannya 

kedalam sepuluh kelompok pengeluaran, dimana kelompok 10 persen pertama (Desil 1) merupakan 

kelompok masayarakat termiskin, dan 10 persen kelompok masyarakat terkaya dikategorikan sebagai 

Desil 10, maka dapat dipetakan siapa saja pengguna  gas LPG 3 kg dan BBM yang beredar di pasaran.  

Dengan mengacu pada Pasal 7, ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang energi 

menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok 

masyarakat tidak mampu, maka sejatinya subsidi diberikan kepada mereka yang berhak dengan 

kategori tidak mampu secara ekonomi. Dengan menggunakan perbandingan berbagai program 

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka yang dianggap target 

penerima program penanggulangan kemiskinan dan  subsidi adalah kelompok masyarakat miskin dan 

tidak miskin yang secara statistik digolongkan kedalam 40 persen masayarakat berpenghasilan 

terendah  (Desil 1 sampai Desil 4).  

 
Dari total jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi energi bersubsidi, jumlah rumah tangga yang 

bukan merupakan target penerima subsidi (Desil 5 – Desil 10) porsinya lebih banyal dibandingkan 

dengan mereka yang menjadi sasaran penerimanya. Dari total 59,4 juta rumah tangga pengguna LPG 

3 kg, sebanyak 36,3 juta (60,7%) diantaranya berasal dari kelompok menengah keatas (Desil 5 – Desil 
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10).   Disisi lain, jumlah rumah tangga pengguna BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite juga juga 

secara proporsional lebih banyak berasal dari kelompok bukan target penerima subsidi. Sebanyak 81,3 

persen (676 ribu) rumah tangga pengguna solar dan 55,6 persen (28,5  juta) rumah tangga pengguna 

pertalite berasal dari kelompok rumah tangga Desil 5 s.d Desil 10. Kondisi tersebut mengindikasikan 

adanya ketidaktepatan sasaran dari pelaksanaan subsidi energi.  

 
Dengan mengacu pada data publikasi Nota Keuangan APBN 2023 yang dirilis kementerian keuangan, 

jumlah volume BBM bersubsidi yang dikonsumsi oleh rumah tangga mencapai sekitar 17 juta kilo liter 

per tahun untuk solar, 32,56 juta kilo liter tahun untuk pertalite dan 8 juta ton untuk LPG 3 KG per 

tahun. Berdasarkan pada volume BBM tersebut maka diperkirakan jumlah subsidi yang akan 

disalurkan adalah sebesar Rp 17 triliun per tahun untuk solar dan Rp 117,8 triliun per tahun untuk LPG 

3 KG. Sementara itu, besaran kompensasi untuk solar lebih besar lagi dibandingkan subsidinya yaitu 

sebesar Rp 76,5 triliun per tahun, besaran konpensasi pertalite mencapai Rp 58,4 triliun pertahun 

(Gambar 1).  

 
Gambar 1. Besaran Subsidi dan Kompensasi BBM per Tahun Berdasarkan Asumsi APBN Tahun 

Anggaran 2023 

  
Sumber: Nota Keuangan 2023 

 
Dengan melakukan pemetaan terhadap pola penggunaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kg berdasarkan 

kelompok target penerima dan bukan target penerima subsidi, maka nilai subsidi energi yang tepat 

sasaran (subsidi energi baik subsidi BBM maupun LPG 3 KG ) diperkirakan sekitar 34.5 persen, 

sedangkan sisanya diindikasikan tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran sebesar 65.5 persen atau 

setara dengan Rp 86.24 triliun yang mayoritas dinikmati oleh rumah tangga dengan kategori Desil 5-

10, yakni masuk ke rumah tangga menengah keatas (mampu). Adapun secara terperinci 

kedidaktepatan sasaran tersebut untuk subsidi gas LPG 3 KG sebesar 62.3 persen, dan untuk BBM 

sebesar 67.78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini subsidi energi sangat rentan dengan 

ketidaktepatan sasaran penerima, terutama rumah tangga yang tergolong ke dalam rumah tangga 

mampu. Termasuk dalam hal ini rumah tangga nelayan.  

 

17

117.8

0

20

40

60

80

100

120

140

Solar LPG 3 KG

a. Subsidi (Rp triliun)

76.5

58.4

0

20

40

60

80

100

Solar Pertalite

b. Kompensasi (Rp triliun)



 

 

 

 

 

 

 

 
INDEF POLICY BRIEF No. 3/2023 6 

 
 

 

 

Gambar 2. Besaran Ketidaktepatan penyaluran Besaran Subsidi dan Kompensasi BBM per Tahun 

Berdasarkan Asumsi APBN TA 2023 

  
Sumber: Estimasi Penulis 

 
Selain adanya ketidaktepatan sasaran dari bukan target penerima subsidi BBM dan LPG 3 kg yang 

menikmati subsidi yang diberikan pemerintah, ketidaktepat sasaran juga terjadi bagi mereka yang 

menjadi target penerima subsidi, tapi mereka tidak menikmatinya. Fokus pada rumah tangga nelayan, 

proporsi Rumah Tangga Nelayan yang tidak menikmati Subsidi BBM dan LPG 3 kg di kelompok Desil 1 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Rumah tangga Bukan Nelayan. Selain itu, sekitar 44,1 % 

rumah tangga Nelayan Miskin ekstrem Indonesia tidak menikmati subsidi LPG 3KG, dan 50,7 % rumah 

tangga Nelayan Miskin ekstrem Indonesia tidak menikmati subsidi BBM. Distribusi pengguna LPG 3 kg 

dan BBM berdasarkan kelompok pengeluaran dan kelompok rumah tangga “Nelayan vs Bukan 

Nelayan” menunjukkan bahwa sekitar 257 ribu (26%) rumah tangga Nelayan dengan kategori miskin 

dan rentan miskin tidak menikmati Subsidi LPG 3 kg, dan 253 ribu (25%) rumah tangga Nelayan dengan 

kategori miskin dan rentan miskin tidak menikmati Subsidi BBM. Cukup besarnya jumlah rumah tangga 

nelayan miskin ekstrem yang tidak menikmati Subsidi BBM dapat mencerminkan adanya fenomena 

puncak gunung es terkait efektivitas penegakan hukum dan pengawasan.  

 
Adapun pola pengeluaran BBM dan LPG 3 KG rumah tangga nelayan dan bukan nelayan berdasarkan 

kelompok pengeluaran dimana rata-rata pengeluaran konsumsi BBM dan LPG 3 KG bahwa rumah 

tangga nelayan kelompok miskin dan rentan miskin cenderung lebih tinggi dibandingkan keluarga 

bukan nelayan. Namun untuk kelompok rumah tangga menengah keatas rata-rata konsumsi rumah 

tangga nelayan untuk BBM cenderung lebih rendah.  

 
Meskipun dalam implentasinya subsidi BBM dan subsidi LPG 3 kg menghadapi fenomena 

ketidaktepatan sasaran, namun subsidi kedua komoditas tersebut memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menjaga tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil simulasi menggunakan analisis 

microsimmulation menunjukkan bahwa secara nasional, dampak kebijakan subsidi BBM mampu 

menjaga sekitar 5,7 juta orang (2,10%) penduduk untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan.  Sebanyak 

198 ribu penduduk diantaranya berasal dari keluarga nelayan. Artinya  akan ada tambahan sekitar 5,7 

juta orang miskin baru jika subsidi dan kompensasi BBM dicabut. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Jawa 
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Timur akan menjadi Provinsi yang jumlah kemiskinan-nya naik paling banyak jika subsidi dan 

kompensasi BBM dihapus. Diperkirakan sekitar 1,1 juta penduduknya (2,8%) yang akan jatuh ke jurang 

kemiskinan.  

 
Selanjutnya dampak Subsidi LPG 3 kg secara empiris terbukti mampu menyelamatkan sekitar 6,9 juta 

rumah tangga untuk tidak jatuh miskin.  Kelompok Rumah tangga Nelayan yang terselamatkan dari 

dari ancaman kemiskinan akibat adanya kebijakan pencabutan subsidi LPG 3 kg adalah sekitar 264 ribu 

orang, atau sekitar 3 persen dari total penduduk yang menggantungkan hidupnya dari aktifitas 

nelayan. Jika subsidi LPG ditiadakan, sekitar 4 juta penduduk jawa akan jatuh miskin, dan jumlah paling 

besar adalah Provinsi Jawa Timur. 

 
Dengan mengasumsikan bahwa harga BBM naik tapi masih mengandung Subsidi, maka jumlah orang 

miskin secara nasional akan mengalami kenaikan sebanyak 2,8 juta orang, dimana jumlah ini terdiri 

dari 99 ribu orang yang berasal dari keluarga nelayan, dan 2,7 juta orang dari keluarga non nelayan. 

Sebelum kenaikan harga BBM, jumlah orang miskin di seluruh BBM adalah sebanyak 26,16 juta orang 

yang terdiri dari 1,07 juta orang yang berasal dari keluarga nelayan dan sisanya (27,73 juta orang) 

adalah bukan keluarga nelayan. Setelah kenaikan harga BBM yang masih mengandung subsidi, jumlah 

penduduk miskin dari keluarga nelayan naik menjadi 1,19 juta orang, dan jumlah penduduk miskin 

dari bukan keluarga nelayan naik menjadi 27,74 juta orang, atau secara keseluruhan jumlah orang 

miskin menjadi 28,92 juta orang. Dalam hal ini, jumlah orang miskin secara keseluruhan naik sebanyak 

2,8 juta orang. 

 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah: 

 
1. Dalam implementasinya, subsidi energi (BBM dan LPG 3 kg) masih banyak dinikmati oleh 

mereka yang dianggap “mampu” dan bukan menjadi target penerima subsidi sesuai amanat 

Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi. 

2. Subsidi energi seyogyanya masih diperlukan dan tetap diberikan kepada sasaran yang tepat 

terutama bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, seperti rumah tangga nelayan.    

3. Perlu dilakukan pengawalan dalam prioritas sasaran terutama untuk kelompok nelayan, mulai 

dari pendataan hingga pada level audit anggaran. Sehingga efektifitas pelaksanaan subsidi, 

tidak hanya level makro tetapi sampai level teknis pendistribusian. 

4. Perlunya perbaikan kebijakan subsidi LPG 3 kg dimana harus dilakukan perbaikan dari subsidi 

barang menjadi subsidi langsung berdasarkan harga keekonomian. 

5. Secara umum perlu dilakukan perbaikan mekanisme distribusi subsidi terutama berkaitan 

dengan masalah ketepatan sasaran.  Hal ini dapat dilakukan melalui verifikasi data hingga level 

desa. Data tersebut dapat berbasis NIK dan alamat (by name by address) terutama dalam 

menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg. 
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